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e Summary

Enam faktor mengukur kapasitas pemerintah
daerah yang ada dalam penelitian ini saling
berhubungan antara satu yang lainnya dan
implementasinya di lapangan harus berjalan
beriringan, tetapi hal pertama dan utama
yang harus dilakukan daerah dalam
meningkatkan kapasitasnya adalah
bagaimana menyusun regulasi yang
berorientasi pada penanggulangan
kebencanaan selain itu pemerintah daerah
juga harus mampu membangun fasilitas-
fasilitas pengungsian yang permanen, dan
fasiltas kebencanaan lainnnya, membangun
Gudang logistik, membangun sistem
informasi kebencanaan yang menyentuh
hingga lapisan masyarakat terbawah,
menyiapkan SDM yang tangguh bencana,
anggaran kebencanaan yang memadai,
serta penguatan kelembangaan BPBD
sehingga mampu menjalankan tupoksi
secara maksimal, dan yang terakhir ad
membangun hubungan lintas sektor g
manajemen bencana karena benca

hanya tugas BNPB tetapi semua up
pemerintah, swasta, filantropi, a

dan lain-lain.

Pendahuluan

Sepanjang kurun waktu 1980-2009 Indonesia
mengalami 312 kasus bencana alam. Kerugian
akibat berbagai bencana tersebut tidak sedikit,
baik itu kerugian jiwa, harta benda dan rusaknya
infrastruktur serta terhentinya produksi ekonomi
dan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data
Bappenas kerugian akibat bencana alam di
Indonesia sejak tsunami Aceh, Desember 2004
hingga gempa Sumatera Barat, September 2009
mencapai Rp. 150 triliun. Sementara korban
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harus
atkan
daerah dalam menghadapi
onesia yang tangguh bencana
2 daerah-daerah di Indonesia
daerah yang tangguh bencana.
cana bukan hanya tanggung jawab
dan Nasional Penanggulangan
BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) saja tetapi seluruh pihak saling
bersinergi dalam hal manajemen bencana, bukan
hanya pada pasca bencana tetapi juga langkah-
langkah antisipasi dan edukasi mengenai
kebencanaan.

Kapasitas Pemerintah Daerah

Faktor Penting Terkait Kapasitas Pemerintah
Daerah Dalam Manajemen Bencana

Kapasitas Faktor Penting

Rencana Aksi | Tersedianya undang-undang,
kebijakan dan peraturan sebagai
landasan pengambilan keputusan,
terdapat pembagian wewenang yang
Jjelas untuk mobilisasi sumber daya

Teknis Memiliki sistem logi manajemen
dan sistem teknologi informasi yang
efektif untuk dapat berkomunikasi dan
menjalin | rk dengan berbagai
stakeholder

Keuangan Memiliki dukungan keuangan yang

- memadai untuk mendukung semua
aktifitas dalam manajemen bencana
Memiliki sarana dan prasarana
n yang memadai, baik itu
- pengungsian, gudang logistik,
alat berat, EWS dan Lain-lain

Sumber Daya | Memiliki sumber daya manusia yang
cukup disertai dengan pembagian
pekerjaan dan delegasi yang jelas
Organisasi Pengaturan organisasi yang efektif
seperti memiliki struktur organisasi,
peran, tugas, tanggung jawab, yang
jelas serta mampu menyelesaikan
masalah hingga ke unit terendah

Manusia

v

1. Rencana Aksi

Rencana penanggulangan bencana membutuhkan
egalitas agar dapat diimplementasikan oleh semua
pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan
bencana. Dokumen tersebut bisa dalam bentuk
peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/

Walikota.

Masalah utama yang dihadapi oleh daerah adalah
regulasi yang mengatur kebencanaan yang belum
spesifik mengatur kepada masalah teknis, hampir
semua pemerintah daerah di Indonesia telah
memiliki Peraturan Daerah (PerDa)
penanggulangan bencana akan tetapi belum
memiliki cukup peraturan turunan untuk
implementasi Perda tersebut selain itu Perda
mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
yang dimiliki daerah belum secara tegas berorientasi
pada pengurangan resiko bencana sehingga
banyak kawasan pemukiman atau kawasan lainnya
yang berada di kawasan rawan bencana, dan
kurangnya ketegasan pemerintah untuk merelokasi
kawasan-kawasan pemukiman yang masuk dalam
kawasan rawan bencana.

2. Logistik

Sistem logistik memiliki peran penting dalam
menghadapi bencana dan melihat kesiapan daerah
untuk mengantisipasi bahaya dan dampak dari
bencana. Logistik menjadi kunci utama untuk
bertahan dalam situasi tanggap darurat yang
diberlakukan selama periode tertentu setelah
terjadi bencan ntangan in Ng
rusa

har

da
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posko-posko pengungsian
n yang dilengkapi dengan
sedianya mobil dapur umum,
r-jalur evakuasi yang jelas.

anaan bukan hanya kalangan PNS dari
BPBD saja tapi seluruh elemen pemerintah dan
masyarakat, khususnya masyarakat relawan yang
dilatih dan dibekali kkmampuan penanggulangan
bencana.

7. Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah BPBD memiliki peran
yang vital dalam penanggulangan bencana, peran
BPBD harus dikuatkan sehingga semua pihak bisa
dikoordinasikan dengan baik, selain itu BPBD juga
harus membentuk unit pelaksana teknis
penanggulangan bencana sampai ke tingkat
kecamatan dan desa sehingga penanggulangan
bencana bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Pola Hubungan

Data dan informasi di atas menunjukkan bahwa
hubungan antar lembaga, pemerintah relatif telah
terbangun meski masih banyak hal yang perlu
diperjelas terkait peran, tanggung jawab dan
wewenang masing-masing lembaga baik pada
tahap prabencana, bencana dan pasca benca
Selain itu pola hubungan penanggulangan
bencana pada kelompok akademisi dan pa
kelompok filantropi dan bisnis, serta kelog
ormas (NGO, dan LSM Lokal serta lemba
lembaga kerelawanan dan media) tida

secara lebih lanjut.

y

omendasi Kebijakan

encana Aksi

enyusunan peraturan daerah baik itu perda RTRW

aupun perda penanggulangan bencana harus
melalui kajian kebencanaan yang komperhensif
Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga
(Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian
PUPR), Pemerintah Daerah (Bappeda, Balitbangda,
Sekretariat Daerah, BPBD, Inspektorat, Dinas PUPR,
Dinas Sosial)
- Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah (Inspektorat,
BPBD, Dinas PUPR, Dinas Tata Ruang, Satpol PP,
DPM PTSP)
- Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan daerah mengenai RTRW yang dilakukan
secara nasional oleh Lembaga/Kementerian terkait
Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga
(Kementerian PUPR, Bappenas, Kemendagri)
- Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan daerah mengenai penanggulangan
bencana yang dilakukan secara nasional oleh
Lembaga/Kementerian terkait
Penanggung Jawab: BNPB dan BPBD

2. Logistik

- Penguatan pemetaan wilayah secara geografis serta
jumlah populasi penduduk untuk memudahkan
identifikasi kebutuhan sebaran kebutuhan logistik
kedarura




AJEMEN BENCANA DI INDONESIA
Sitas Daerah dalam Manajemen Bencana

, Dinas Informatika
as Pengelolaan Sarana

vab: Pemerintah Daerah

- Membuat sistem pengelolaan keuangan
kebencanaan daerah yang terintegrasi secara
nasional

Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga
(Kementerian Keuangan, BNPB, Bappenas,
Kominfo, serta DPR RI), Pemerintah Daerah
(BPBD provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda
dan DPRD)

- Meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan
keuangan kebencanaan daerah

Penanggung Jawab: Kementerian/Lembaga
(Kementerian Keuangan, BNPB, Bappenas, serta
DPR RI), Pemerintah Daerah (BPBD provinsi dan
kabupaten/kota, Bappeda dan DPRD)

5. Infrastruktur

- Mewujudkan pengadaan infrastruktur
kebencanaan di daerah

Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah (BPBD,
Dinas Sosial, Dinas PU)

« Penyusunan rencana kebutuhan peralatan beng
Penanggung Jawab: Pemerintah Daerah (BPB
Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Bada
Perencanaan Pembangunan)

- Membangun salter/barak pengungsian
berdasarkan hasil kebutuhan dan pemet;
wilayah bencana

Penanggung Jawab: Pemerintah Dag

Dinas Pengelola Keuangan Daerah d
Perencananan Daerah)

- Penguatan Kapasitas Pengelolag

Penanggung Jawab: Pemerinta

Kemensos, PUPR)

M
buatan Program Pendidikan dan Pelatihan
k semua sektor masyarakat maupun ASN
nanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga (LAN RI,

3asarnas, Kemensos,BNPB), Pemerintah Daerah
(BPBD, Dinas Sosial, BPSDM)
- Menciptakan sistem dan mekanisme sosialisasi
kesiapsiagaan penanganan bencana
Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga
(BNPB, BASARNAS, BPBD, Kemensos), Pemerintah
Daerah (BPBD, Dinas Sosial)
- Menetapkan standar kompetensi teknis kebencanaan
Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga
(BNPB, BPBD,BASARNAS, Kemenpan-RB,
Kemendagri, LAN RI), Pemerintah Daerah (BPBD)

7. Organisasi

- Desain struktur organisasi BPBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota sebaiknya diselaraskan dengan

PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dimana istilah Klasifikasi diganti menjadi Tipologi A,
B, dan C dengan jumlah Bidang sebanyak-banyaknya
empat dan sekurang-kurangnya dua

Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga
(Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi),
Pemerintah Daerah (BPBD Provinsi dan Kabupaten/
Kota)

- Menguatkan Satuan Komando atau Pos Komando
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: Pemerintah Daerah (BPBD
aten/Kota)
ormasi kebencanaan satu pintu pada
darurat bencana
awab: Kementerian/ Lembaga (BNPB),
Daerah (BPBD Provinsi dan Kabupaten/

Kota, Dinas Kominfo)
+ Memastikan penyebaran sistem informasi
kebencanaan daerah diterima minimal oleh aparat desa/
kelurahan sebagai basis terbawah pemerintah daerah
Penanggung Jawab: Kementerian/ Lembaga (BNPB),
Pemerintah Daerah (BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Dinas Kominfo)
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